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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, namun perilaku 

korupsi semakin meluas yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis memasuki 

seluruh aspek kehidupan, menjadikan negara ini sebagai salah satu negara terkorup di 

dunia. Disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada 

tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di 

daerah. 

Korupsi di Indonesia sudah sangat merajalela dan menjadi fenomena sosial 

yang terjadi pada tatanan pemerintahan. Fenomena korupsi dalam administrasi publik 

sering kali menjadi persoalan utama pada pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan 

dari pelaksanaan fungsi pemerintahan menjadi bagian dalam melakukan tindak 

pidana korupsi. 

Menurut penelitian Transparency International tahun 2012 skor Indonesia 

adalah 32, pada urutan 118 dari 176 negara yang diukur. Posisi Indonesia sejajar 

dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar. Indeks Persepsi 

Korupsi (IPK) adalah instrumen  pengukuran tingkat korupsi berdasarkan persepsi di 

negara-negara seluruh dunia dengan cara menghitung indeks agregat yang dihasilkan 

dari penggabungan beberapa indeks yang dihasilkan berbagai lembaga. Indeks ini 

mengukur tingkat persepsi korupsi sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh 

pejabat negara dan politisi. Dengan melihat perbandingan IPK yang diperoleh maka 

dapat ditinjau apakah negara tersebut sebuah negara yang korup atau tidak. Indeks 

pengukuran memiliki skala antara 0 (sangat korup) sampai dengan 10 (sangat bersih).  

Dalam perkembangannya korupsi sering kali menjadi faktor penghambat 

dalam proses pembangunan maupun pelaksanaan pemerintahan suatu negara. 

Peperangan melawan korupsi tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, harus 
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ada strategi dan peran serta dari pihak lain yang dapat membantu pemberantasan 

korupsi ini. Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi 

praktek-praktek korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan 

berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu pemerintah juga membentuk 

komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dikawasan ASEAN posisi Indonesia bisa di lihat dibawah ini: 

Tabel 1.1  

Skor CPI Negara ASEAN 

 

Negara Skor CPI Peringkat 

Singapura 87 5 

Brunei Darussalam 55 46 

Malaysia 49 54 

Thailand 37 88 

Filipina 34 108 

Indonesia 32 118 

Vietnam 31 123 

Myanmar 15 172 

Sumber:http://www.ti.or.id/index.php/publication/2012/12/12/corruption-
perception-index-2012diakses pada 26/12/2012 
 

Upaya pencegahan praktek korupsi juga dilakukan di lingkungan eksekutif 

atau penyelenggara negara, dimana masing-masing instansi memiliki unit pengawas 

dan pengendali dalam instansi yang berupa inspektorat. Fungsi inspektorat 

mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan kegiatan pembangunan di instansi 

masing-masing, terutama pengelolaan keuangan negara, agar kegiatan pembangunan 
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berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai sasaran. Disamping pengawasan 

internal, ada juga pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pembangunan yang 

dilakukan oleh instansi eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Selain lembaga internal dan eksternal, lembaga swadaya masyarakat (LSM) 

juga ikut berperan dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan, terutama 

kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. 

LSM merupakan suatu wadah untuk masyarakat atau warga negara dalam 

berorganisasi, di dalamnya terdapat masyarakat yang memiliki satu latar belakang 

pemikiran dan satu tujuan yang sama seperti pendidikan, budaya, agama dan banyak 

lagi yang lainnya. LSM berjalan atas motivasi dan keinginan yang bangkit atas dasar 

solidaritas sosial. Sebagai salah satu bentuk lembaga yang menyalurkan peran serta 

masyarakat sehingga memiliki kegiatan khas karena dilandasi oleh motivasi yang 

khas pula dari anggotanya. 

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 Tentang 

Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan, bahwa: 

“Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota 

masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar 

kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka 

mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila.” 

 

Sebagai badan penggerak masyarakat melangkahkan kegiatannya di luar dari 

birokrasi politik, LSM mengorientasikan kegiatannya pada daya masyarakat, 

kegiatannya pun manifestasi dari solidaritas sosial, bukan semata-mata karena ada 

imbalan ekonomis. Salah satu ciri dari LSM adalah mendorong partisipasi 

masyarakat yang lebih luas, oleh sebab itu dengan adanya wadah berupa lembaga 

swadaya masyarakat akan meningkatkan sikap kritis masyarakat terhadap 

penyimpangan  sosial yang terjadi. Sebagai wadah bagi masyarakat dalam 
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pengawasan terhadap pemerintah tentu LSM menjadi tempat yang tepat untuk 

melakukan perlawanan terhadap musuh bersama ini. Partisipasi masyarakat dapat 

terwadahi oleh adanya LSM. 

Dilihat dari sisi akademis dan kaitannya dengan PKn, ini termasuk kepada 

konsep PKn mengenai masyarakat madani. Menurut Neera Candoke (1995:5): 

“Masyarakat sosial berkaitan dengan wacana kritik rasional masyarakat yang 

secara eksplisit mensyaratkan tumbuhnya demokrasi, dalam kerangka ini 

hanya negara demokratis yang mampu menjamin masyarakat madani”.  

 

Menurut Candoke, Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-

pilar demokrasi yang meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers yang 

bebas, supremasi hukum, perguruan tinggi dan partai politik. 

Sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pendidikan 

Kewarganegaraan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional maka terungkap bahwa fungsi Pendidikan 

Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah “sebagai pendidikan demokrasi dan 

pendidikan kebangsaan”. 

Melihat fakta dan data yang telah terurai di atas, maka penulis tergerak untuk 

meneliti sejauh mana LSM berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. 

Maka dengan ini penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul : PERAN 

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SEBAGAI KONTROL SOSIAL 

DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus 

Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat Bandung Institute of Governance 

Studies/BIGS di Bandung) 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran BIGS dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi? 
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2. Bagaimana langkah yang dilakukan BIGS dalam upaya pencegahan tindak pidana 

korupsi? 

3. Kendala apa yang dihadapi BIGS dalam upaya pencegahan tindak pidana 

korupsi? 

4. Upaya apa yang dilakukan BIGS untuk mengatasi kendala dalam upaya 

pencegahan tindak pidana korupsi? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peran BIGS dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi 

2. Untuk mengetahui langkah yang dilakukan BIGS dalam upaya pencegahan tindak 

pidana korupsi 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BIGS dalam upaya pencegahan tindak 

pidana korupsi 

4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BIGS untuk mengatasi kendala dalam 

upaya pencegahan tindak pidana korupsi 

 

D. Kegunaan penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam 

rangka pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, 

khususnya dalam segi ilmu hukum. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Memberikan informasi kepada khalayak tentang peran BIGS dalam upaya 

pencegahan tindak pidana korupsi. 

b. Memberikan informasi kepada khalayak tentang langkah yang dilakukan BIGS 

dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi 
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c. Memberikan informasi kepada khalayak tentang kendala yang dihadapi BIGS 

dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. 

d. Memberikan informasi kepada khalayak tantang upaya BIGS untuk mengatasi 

kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi 

 

E. Penjelasan Istilah 

1. Penjelasan Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi 

Kemasyarakatan menyebutkan bahwa: 

“Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota 

masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar 

kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka 

mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila”.  

 

Menurut INMENDAGRI Nomor 8 Tahun 1990 menyebutkan bahwa : 

“LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga 

negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan 

berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh 

organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang 

menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.” 

 

2. Penjelasan Tentang Kontrol Sosial 

Soekanto  (2012:179), menyatakan bahwa: 

“Arti sesungguhnya dari kontrol sosial jauh lebih luas. Dalam pengertian 

pengendalian sosial tercakup segala proses direncanakan atau tidak, bersifat 

mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi 

kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku”. 

 

Roucek dalam Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2010:252), mengartikan 

pengendalian sebagai: “proses baik direncanakan maupun tidak direncanakan, yeng 

bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar 
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mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku”. Sementara Berger 

memberikan batasan atau pengertian pengendalian sosial dengan: “berbagai cara 

yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang berbuat 

menyimpang”. Adapun Cohen mengemukakan pengendalian sosial: “sebagai cara-

cara yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan 

kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu”. 

Lawang dalam Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2010:252), membatasi 

pengendalian sosial merupakan: “semua cara yang digunakan masyarakat untuk 

mengembalikan si penyimpang pada garis yang normal atau yang sebenarnya”. 

Adapun Roucek melihat pengendalian sosial dari aspek edukatif. Ia membatasi 

pengendalian sosial sebagai: “segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak 

direncanakan yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga 

masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku”. 

Adapun Karel J. veeger dalam Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2010:252), melihat 

pengendalian sosial sebagai:  

“Titik kelanjutan dari proses sosialisasi dan berhubungan dengan cara dan 

metode yang digunakan untuk mendorong seseorang berperilaku selaras 

dengan kehendak kelompok atau masyarakat yang jika dijalankan secara 

efektif, perilaku individu akan konsisten dengan perilaku yang diharapkan”.  

 

Dengan demikian pengendalian sosial dapat dilakukan sebelum 

penyimpangan terjadi (Preventif) dan setelah penyimpangan itu terjadi (Represif). 

Selain itu pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu 

lainnya, juga dapat dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok sosial. 

3. Penjelasan Tentang Korupsi 

Syed Hussein Alatas (1986:11), menyatakan bahwa:  

“Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi atau 

kelompok.Meurut pemakaian umum istilah “korupsi” pejabat, kita menyebut 

korup apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan 
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oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan 

perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi”. 

 

Sementara pendapat yang di paparkan oleh Masyarakat Transparansi 

Indonesia (MTI) dalam Harmanto (2011:32) bahwa:  

“Korupsi sebagai “suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang 

dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih 

dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa 

ada catatan administrasi”. 

 

Istilah korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan 

pribadi. Ini meliputi pelanggaran sepihak oleh pejabat pemerintah seperti 

penggelapan dan nepotisme, serta pelanggaran menghubungkan aktor publik dan 

swasta seperti penyuapan, pemerasan menjajakan, pengaruh dan penipuan. 

 

F. Teknik Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dipilihnya 

pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian yaitu peran lembaga swadaya masyarakat dalam upaya 

pencegahan tindak pidana korupsi. 

Dalam penelitian kualitataif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus 

divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang 

selanjutnya terjun kelapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan 

atas semuanya. 

Nasution dalam Sugiyono (2012:223), menyatakan bahwa: 

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 

manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala 

sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, 

prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, 
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itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala 

sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan 

yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya 

peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”. 

 

Sugiyono memaparkan (2012:205), dalam penelitian kualitatif akan terjadi 

tiga kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. 

Pertama masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir 

penelitian sama. Kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian 

berkembang yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. 

Ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total, 

sehingga harus ganti masalah. 

 

G. Subjek dan Lokasi Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Menurut 

Sugiyono (2012:218-219): 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut 

yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia 

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

obyek/situasi sosial yang diteliti.  

 

Subjek penelitian ini adalah beberapa anggota LSM Bandung Institute of 

Governance Studies (BIGS), juga beberapa orang aparat pemerintahan kota Bandung 

serta masyarakat yang dipandang mengetahui data yang diharapkan, sehingga dapat 

memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Adapun lokasi 

penelitian yang penulis lakukan bertempat di sekretariat LSM Bandung Institute of 

Governance Studies (BIGS) Jalan Saninten Nomor 34 Bandung. 

 


